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	  Nurhafifah, S.H., M.Hum.	
		Pasal Tindak Pidana Zina, yaitu diatur dalam Qanun Aceh Nomor  6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  menyatakan bahwa
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, di ancam dengan â€˜uqubat Hudud cambuk  100 (seratus) kali dan di
atur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan
zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya dalam status sudah kawin.
		Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan mengapa tindak pidana zina diselesaikan secara adat, menjelaskan proses
penyelesaian tindak pidana zina secara adat dan akibat hukum dari penyelesaian tindak pidana zina secara adat.
	Data diperoleh memulai penelitian ke perpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian keperpustakaan untukk memperoleh data
sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang
diambil, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan
informan.
	Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Gampong BLKB dan BGG di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen lebih
memilih melakukan penyelesaian Tindak Pidana Zina secara adat karena mempertimbangkan rasa sosial kepada masyarakat, jika
masyarakat meminta melakukan penyelesaian tersebut secara adat maka Polsek dan Geuchik memilih untuk mendengarkan apa
yang diminta pelaku dan keluarga pelaku, bahkan aparatur desa tidak mengetahui sudah adanya peraturan yang mengatur bahwa
tindak pidana zina ini tidak bisa diselesaikan secara adat dan penyelesaian tindak pidana zina secara adat tidak adanya kepastian
hukum untuk pelaku karena penjatuhan sanksi yang jatuhkan tidak adil kepada salah satu pelaku tersebut.
	Diharapkan kepada aparat penegak hukum sebaiknya dapat menyelesaikan tindak pidana zina ini sesuai aturan yang sudah diatur
didalam Qanun, karena jika diselesaikan secara adat antara pelaku tidak memiliki kepastian hukum, seharusnya Dinas Syariat Islam
bisa bekerja sama dengan pihak Kecamatan Peudada untuk mensosialisasikan tentang Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
kehidupan masyarakat adat dan adat istiadat.
